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BUPATI KUTAl TIMUR

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATIKUTAl TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMANPENGADAANBARANG/JASA 01 DESA

DENGANRAIlMAT TtJHANYANGMJ\HAESA

BUPATl KUTAITIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)

Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang PedomanPengadaanBarang/.Jasa di Desa;

1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ientang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

NegaraTahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang

- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa

[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7,

Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014

Nornor ...
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

ten tang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539). sebagairnana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tarnbahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/dasa

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/dasa

Pemerintab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1172);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOMAN PENGADAAN

BARANG/JASA 01 DESA.

BAB 1

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Pemerintah ...



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Desa adalah KepaJa Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah reneana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Rencana KerjaPemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

7. Pengadaan Barang/iJasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah
kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melaJuiSwakeloladan/atau PenyediaBarang/ Jasa.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut
Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Pennusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, darr/atau Anggaran Pendapat.an dan
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa,
kcwenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pernerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan

oleh Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Desa
adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pernerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan Zatau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.

10. Kepala ...
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10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mernpunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pernerintah Daerah.

II. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dcsa.

13. Kepala Desa adalah pcmimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan

berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal

pemerintahan, pcmbangunan dan pemberdayaan masyarakat.

14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

yang Bersifat mcnetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa

maupun Peraturan Kepala Desa.

15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang

berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas

Pclaksana Pengclolaan Keuangan Desa.

16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang

berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Desa.

17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang

membantu Kasi/ Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/jasa

yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/ Kaur.

18. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/ atau masyarakat desa

sckitar lainnya.

19. Penyedia Barang/-Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adaJah badan usaha

atau orang perorangan yang menyediakan Barang/jasa.

20. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara

membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan

penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

21. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/mcmbayar

langsung dengan permintaan penawaran tcrtulis paling sedikit kepada 2 (dual

Penyedia yang dilakukan oleh TPK.

22. Lelang ".



22. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk sernua pekerjaan yang dapat

diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.

23. Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa dengan dikerjakan sendiri

oleh TPK darr/atau masyarakat setempat.

24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingka APIP adalah

aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pernantauan,

evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pemerintah.

25. Pembinaan Pcngadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pernbentukan

peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/.Jasa di

Desa.

26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban desa tersebut.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah

reneana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang

melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala

Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan.

29. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibcntuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa

dalam memberdayakan masyarakat.

30. Pengadaan Barang/.Jasa yang selanjutnya disingkat dengan PBJ adalah

kegiatan untuk memperoleh Barang/uasa oleh Pemcrintah Desa, baik

dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/.Jasa,

31. Swakelola adalah kegiatan PBJ dimana pekerjaannya dircncanakan,

dikcrjakan danj'atau diawasi send in oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

32. Tim Pelaksana Kegiatan PSJ yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari Perangkat

Desa, Lembaga Kcmasyarakatan Desa danyatau masyarakat untuk

melaksanakan PBJ.

33. Barang ...



33. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

atau dimanfaatkan oleh Pengguna Aarang.

34. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pckerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

35. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/.Jasa yang selanjutnya disebut Surat

Perjanjian adalah pcrjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/.Jasa

atau pelaksana Swakclola.

36. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan yang selanjutnya disebut RAB Pengadaan
adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk mclaksanakan proyek.

dalam sebuah tender PBJ.

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan

rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

38. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAKadalah suatu dokumen

yang menginformasikan latar belakang, tujuan , ruang lingkup dan struktur

sebuah kegiatan yang telah disusun oleh Desa.

Pasa12

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa

dalam melaksanakan PBJ yang dibiayai dengan menggunakan APBDes.

Pasa13

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar PBJ yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-

prinsip PBJ di Desa.

BAB II

RUANOLINOKUP

Pasal 4

(1) PBJ di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemerintah

Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong

royong ...



royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan

material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja

dan pernberdayaan masyarakat setempat.

(2) Tahapan dalam PBJ di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

tahap perencanaan (persiapan), pelaksanaan, pengawasan, dan serah terirna

hasil pekerjaan.

(3) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi tidak sederhana yaitu Pckerjaan

Konstruksi yang rnernbutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat, tidak

dapat dilaksanakan secara Swakelola.

(4) PBJ di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola baik scbagian

maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia yang dianggap

mampu.

SABrv
TATA NILAJ PENGADAAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal5

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan

daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang

ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai

hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. efektif, berarti Pengadaanharussesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang

telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya:

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan

bersifat jeJas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia

yang berminat;

d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/.Jasa

yang rnemenuhi persyaratan/kriteIia tertentu berdasarkan ketentuan dan

prosedur yangjelas;

e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana

pernbelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pernbangunan desanya;

f. gotong-royong ...
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f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;

g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat

di antara scbanyak mungkin Penyedia yang setara dan mernenuhi persyaratan;

h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sarna bagi scmua calon Penyedia

dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan

1. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait

dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Tata Nilai Pengadaan

Pasal6

Para pihakyang terlibat dalam peJaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika

sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan

Pengadaanj

c. tidak saling mernpengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang

berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan

sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan

yang terkait, baik

mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak

secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat

persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dari/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk mernberi

atau rnenerima hadiah, irnbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dcngan Pengadaan.

BABV ...
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BABV

RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 7

(1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan

anggarannya bersumber dari APB Dcsa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

a. mendukung Swakelola; atau

b. kegiatan yang tidakdapatdiJaksanakan dengan Swakelola.

BAB VI

PIHAK

Bagian Kesatu

Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasa!9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

a. KepalaDesa;

b. Kasi/Kaur;

c. TPK;

d. Masyarakat; dan

e. Penyedia.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

a. mcnetapkan TPK hasil Musrenbangdes;

b. mengumurnkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Oesa sebelum

dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan

c. menyelesaikan ...
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c. menyelcsaikan perseliaihan antara Kasr/ Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi

perbedaan pcndapat.

Bagian Ketiga

Kepala Seksr/Kepala Urusan

Pasa! 11

(1) Kasil Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.

(2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengeloia Pengadaan:

a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
c. meiakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan

Musrenbangdes;
d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
e. rnengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
f. rnenerima hasil Pengadaan;
g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala

Desa; dan
h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya

kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Sural
Perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran
yang tersedia tidak mencukupi,

(4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

(1) TPKterdiri dan unsur:
a. Perangkat Desa;

b. Lembaga Kernasyarakatan Desa; dan
c. Masyarakat.

(2) TPKditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga)orang.

(3)Berdasarkan ...
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(3) Berdasarkan pertimbangkan kornpleksitas Pengadaan, pcrsonil TPK dapat

ditambah sepanjang berjurnlah gasal.

(4) Organisasi TPK terdiri atas:

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:

a. melaksanakan Swakelola;

b. menyusun dokumen Lelang;

c. mengumumkan dan rnelaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui

Penyedia;

d. memilih dan menetapkan Penyedia;

e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepadaKasijKaur; dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dan Pcngadaan.

(6) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola

ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu

dan memahami teknis kegiatanjpekeIjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling

tinggi 3% (tiga per seratus) dari nilai kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, namun tidak terbatas

pada:

a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan

b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Keenam

Penyedia

Pasal 14

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki tempat/Iokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan

sejenisnya;

b. memiliki ...



- 12 -

b. memiliki surnber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang

diperlukan dalam Pengadaan;

c. memiliki kemampuan untuk mcnyediakan Barang/jasa yang dibutuhkan;

dan

d. khususuntuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli

darr/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PERENCANAANPENGADAAN

Pasal 15

(I) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.

(2) Perencanaan Pengadaan scsuai dengan RKP Desa meliputi:

a. jenis kegiatan;

b. lokasi;

c. volume:

d. biaya;

e. sasaran;

f. waktu pelaksanaan kegiatan;

g. pelaksana kegiatan anggaran;

h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan

i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.

(3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes Pada saat penyusunan

RKP Desa.

(4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan

dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa,

Pasal 16

(1) Hasil percncanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Dcsa diumumkan oleh

Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat,

sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.

(2) Pengurnuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:

a. Nama Kegiatan;

b. Nilai Pengadaan;

c. Jenis ...
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c. Jenis Pengadaan;

d. Keluararr/Output (terdiri dari volume dan satuan);

e. Nama TPK;

f. Lokasi; dan

g. Waktu Pelaksanaan.

BAB VII
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Persiapan pengadaan secara Swakelola

Pasal17

(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persia pan Pengadaan secara Swakelola

berdasarkan OPAyang terdiri dari:

a. jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;

c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan];

d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

e. RAB Pengadaan.

(2) RAB Pengadaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh

Kasiy Kaur rnenjclang dilaksanakannya kegiatan Swakelola

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokurnen persiapan Pengadaan rnelalui

Swakelola berupa:

a. garnbar rencana kerja;

b. jadwal pelaksanaan kegiatan;

c. spesifikasi teknis;

d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan

e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.

(4) KasijKaur rnenyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan

rnenggunakan harga pasar.

(5) Harga pasar sebagairnana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga

pasar di Desa setempat.

(6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila

Barangjjasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

(7) Oalam ...
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(7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAE pada DPA,

sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat

dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RABpada DPA.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang

mclebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan

dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

(9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan

melalui Swakelola.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 18

(1) Kasl/ Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola

berdasarkan DPAyang terdiri dari:

a. waktu pelaksanaan pekerjaan;

b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

c. Kerangka Acuan Kerjay spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar

kuantitas dan harga (apabila diperlukan);

d. Harga Perkiraan Sendiri; dan

e. rancangan Surat Perjanjian.

(2) HPS HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh

Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia

dengan merujuk pada harga pasar.

(3) Harga pasar diperoleh dengan eara mencari informasi tentang harga

Barang/jasa di Desa setempat darr/atau desa sekitar lainnya, menjelang

dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

(4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila

Barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

(5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan mcmperhatikan kondisi sebagai

berikut:

a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah

harga yang ditawarkan Penyedia tersebut; dan

b. dalam ...
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b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah:

1. harga yang paling banyak ditemukan; atau

2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga scbagaimana dimaksud

pada angka I.

(6) Kasi Kasi/Kaur menyusun dan menctapkan HPS yang dihitung dengan cara:

a. rnenggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai; dan

c. memperhitungkan biaya angkut [jika Barang yang diadakan tersebut harus

diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut}.

(7) Dalam Oalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada OPA, sepanjang

tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan

dengan terlebih dahulu melakukan revisi RABpada OPA.

(8) Oalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada OPAyang melebihi nilai

pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur

melapor kepada Kepala Desa.

(9) Rancangan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/ridak dapat

menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.

(10) Kasi/Kaur menyampaikan dokurnen persiapan Pengadaan sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

BAB VII!

PELAKSANAANPENGAOAAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Melalui Swakelola

Pasa! 19

(I) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang

disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (I) atau

ayat (2).

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. TPK; atau

b. TPK dengan melibatkan masyarakat.

(3) Pelaksanaan ...
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(3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan

berikut:
a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang roenghasilkan catatan

panduan antara lain sebagai

hasil pembahasan;

b. apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi

perangkat Daerah, dan/atau tenaga profesional; danj'atau

2. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.

c. TPK menyusun Japoran hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi

kegiatan; dan

d. dalam melaksanakan kegiatan Swakelola, TPK memanfaatkan sarana/

prasarana/peralatanj material/ baban yang tercatat/dikuasai Desa.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan Swakelola, TPK memanfaatkan sarana/

prasaranaj'peralatan/material/ bahan yang tercatat/dikuasaiDesa. Dalam hal

pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/rnaterial/

bah an yang tidak dimilikr/dikuasai Desa maka KAKTPK melaksanakan PBJ

melalui Penyedia.

(5) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola

meliputi:

a. kemaj uan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, saran a prasarana/peralatan dan

material/bahan.

(6) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.

(7) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan

ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan

target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

(8) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan mclalui media

informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada

papan pengumuman Desa

(9) Untuk Pekerjaan Konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman

Desa, pengumuman hasil pengadannya dilakukan di lokasi pekerjaan.

(10) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:

a. Nama ...



a. Nama Kegiatan;
b. NilaiPengadaan;

c. Keluarari/ Output (terdiri dari volumedan satuan);

d. Nama TPK;
e. Lokasi;dan

f. Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kesat.u

Pengadaan MclaluiSwakelola

Pasa! 20

(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
a. Pembelian Langsung;
b. Permintaan Penawaran; dan
c. Lelang.

(2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyediadilakukan:
a. berdasarkan dokurnen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/ Kaur

sebagaimana dimaksud pada Pasa1IS ayat (1).

b. untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa dalam rangka mendukung

pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan Barangfjasa secara
langsung di Desa.

c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan
prinsip Pengadaan.

(3) Dalarn hal Pengadaan mclalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana
diroaksud pada ayat (1)huruf c, TPKmenyusun dokumen Lelang,

(4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara
lain:

a. ruang Iingkup pekerjaan dalam bentuk KAK;
b. Daftar Kuantitas dan Harga;
c. spesifikasi teknis;
d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

e. waktu pelaksanaan pekeriaan),
f. persyaratan administrasi;

g. rancangan Surat Perjanjian; dan
h. nilai total HPS.

(5)Persyaratan ...
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(5) Persyaratan adrninistrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.

(6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermctor, genset, traktor dan

Pengadaan dengan rnetode Lelang, persyaratan administrasinya berupa izin

usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Paragraf 1

Pembelian Langsung

Pasal21

(1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk

dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadaan sampai

(2) Pernbelian Langsung dilaksanakan

berikut:

a. Kasi/Kaur/TPK mernbeli Barang/jasa kepada satu Pcnyedia;

dengan tata cara sebagai

b. TPK melakukan negosiasi (tawar-rnenawar) dengan Penyedia untuk

memperoleh harga yang lebih murah; dan

c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pernbelian atas nama Kasi/Kaur

sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan

kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran

berturut- turut.

(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK rnelakukan

Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.

(5) Apabila tidak terdapat Penycdia lain yang mampu menyediakan Barang/jasa

maka Kasi/Kaur/TPK dapat rnelakukan Pembclian Langsung kepada Penyedia

yang sarna.

Paragraf2

Permintaan Penawaran

Pasal22

(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan diatas

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sarnpai denga Rp200.000.000,OO

(dua ratus juta rupiah).

(2) Permintaan ...
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(2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia;

b. daJam hal di Dcsa seternpat hanya terdapat 1 (satu] Penyedia, Permintaan

Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut; dan

c. pernintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilampiri persyaratan teknis beru pa:

1. Kerangka Acuan Kerja;

2. rincian Barang/jasa;

3. volume;

4. spesi fikasi teknis;

5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

6. waktu pelaksanaan pekerjaan); dan

7. formulir surat pernyataan kebenaran u saha.

d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam

dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pemyataan

kebenaran usaha;

e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;

f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila mernenuhi persyaratan

teknis dan harga;

g. dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu], rnaka TPK menetapkan

Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk

melaksanakan pekerjaan;

h. dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia rnenawar dengan harga yang

sam a, rnaka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap

Penyedia untuk mernperoleh harga yang lebih murah;

i, dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan

negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk rnernperoleh harga yang

Iebih murah;

j. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pad a huruf

f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Aeara Hasil Negosiasi;

k. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau Surat Perjanjian

antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia;

dan

I. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 [satu] Penyedia, Permintaan

Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3 ...
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Paragraf3

Lelang

Pasal23

(1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp200.000.000,OO (dua ratus
juta rupiah).

(2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a. pengumuman Lelang;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;

b. pemasukan Dokumen Penawaran;

c. evaluasi penawaran;

d. Negosiasi; dan

e. penetapan pemenang.

(3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan dengan cara:

a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan

penawaran tertulis.

b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat, sekurang-kurangnya dipapan pengumuman desa.

Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:

1. Nama paket pekerjaan;

2. nama TPK;

3. lokasipckerjaan;

4. ruang lingkup pekerjaan;

5. nilai total HPS;

6. jangka waktu peJaksanaan pekerjaan: dan

7. jadwal proses Lelang.

c. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan , TPK dapat mengirimkan

undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.

(4) Mekanisme pendaftarandan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan

b. TPK memberikan dokurnen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.

(5) Pendaftaran ...



- 21 -

(5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat

(2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang

berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.

(6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi
serta penawaran teknis dan harga.

(7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan

memperhatikan kondisi sebagai berikut:

a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan

negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Negosiasi; atau

b. apabila terdapat lebih dan (satu) Penyedia yang lulus menawar

dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar
dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

(5) Penetapan Pernenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan

oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.

(6) Tran saksi dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai

pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf4

Pengendalian

Pasal24

(1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan perkerjaan yang tcrcantum

dalam bukti transaksi.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti

transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan

perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

(3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka

Kasi/Kaur dapatmcmberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum

dalam bukti transaksi.

Bagian ...
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Bagian Ketiga

Bukti Transaksi

Pasal25

(1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:

a. bukti pernbelian; dan

b. Surat Perjanjian.

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa

setruk, nota dan kuitansi.

(4) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan

untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan

Penawaran.

Bagian Keernpat

Perubahan Surat Perjanjian

Pasal26

(1) Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:

a. terjadi keadaan kahar; atau

b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan

dengan gambar danj atau spesifikasi teknis/KAK.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan padasaat pelaksanaan

dengan gambar danj'atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur Bersama Penyedia melakukan perubahan Surat

Perjanjian yang meliputi perubahan:

a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;

b. volume; dan /atau

c. jadwal pelaksanaan.

(3) Dalam hal perubahan Surat Perjanjian mernerlukan perubahan anggaran,

Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan Surat Perjanjian setelah dilakukan

penycsuaian dokumen anggaran.

(4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan

keuangan desa.

(5)Perubahan ...



(5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pengumuman

Pasal27

(1) TPK mengumumkan hasil kcgiatan dan Pengadaan melalui Penyedia di media

informasi yang mudah diakscs oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada

papan pengumuman Desa.

(2) Pengumuman kepadavmasyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan

metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:

a. Nama Kegiatan;

b. Nama Penyedia;

c. Nilai Pengadaan;

d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);

b. Lokasi; dan

c. Waktu penyeJesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB IX

PEMBAYARANPRESTASI KERJA

Pasal28

(1) Pembayaran atas prestasi pcketjaan diberikan kepada Penyedia Barang/-Jasa

setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.

(2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan kepada Penyedia Barang/Uasa setelah TPK melakukan pemeriksaan

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa dan Berita

Acara serah Terima Barang/Uasa.

BABX

KEADAAN KAHAR

Pasal29

(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak

para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam Surat Petjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Keadaan ...
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(2) Kcadaan kahar dalam Surat Perjanjian PBJ di Desa meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana sosial; dan/atau

c. kebakaran.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan

tentang tcrjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar,

dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh

pihak/Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Hal-hal merugikan dalam PBJ yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian

pihak penyedia Barang tidak tennasuk kategori keadaan kahar,

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan

kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan

embali, dan sclanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

BABXI

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIJ\N

Pasal30

(1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pernutusan Surat Perjanjian

Kerja apabila:

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia

Barang/Jasa lebih dari 30 hari kalender; dan

b. Penyedia Barang/.Jasa lalai/ciderajanji dalam melaksanakan kewajibannya

dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan oleh Kasi/Kaur.

(2) Apabila Penyedia Barang/.Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme,

kecurangan dan Z atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan

oleh instansi yang berwenang.

BAB ...
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BAB XU

SANKSl

Pasal31

(1) Penyedia Barang/vlasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan

sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang

dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung

guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan

proscdur yang telah ditetapkan dalam Dokurnen Perjanjian Kerja, dan/

atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/-Jasa lain untuk

mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan PBJ, sehingga

mengurangi/menghambat, mernperkecil danj'atau meniadakan persaingan

yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

c. membuat dan Zatau menyampaikan dokumen danj'atau keterangan lain

yang tidak benar untuk memcnuhi persyaratan PBJ;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan danj'atau tidak dapat diterima

oleh Kasi/Kaur: darr/atau

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian

Kerja.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

a. sanksi administratif, berupa peringatarr/teguran tertulis;

b. gugatan secara perdata; darr/atau

c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c,

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan

Penyedia Barang/dasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses PBJ, maka

Kasi/Kaur /TPK dikenakan:

a. sanksi administrasi;

b. tuntutan ...
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b. tuntutan ganti rugi; dan/atau

c. sanksi pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa

teguran Zperingatan tertulis dan apabila tetjadi pelanggaran dan Zatau

kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses

PBJ di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur!TPK.

(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/Tf'K sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELlSIH...I\N

Pasal32

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para pihak

terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah
untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan mclalui

musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.

(3) Dalam hal penyelesaianperselisihansebagaimanadimaksud pada ayat (J) dan

ayat (2) tidak tcrcapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan

melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan

sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

BAB XIV

PELAPORAN DAN SERAH TERlMA

Pasal33

(1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:

a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 1000/0(seratus persen).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen

pendukungnya.

(3) Berdasarkan ...
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(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur

menerima hasil kegiatan Pengadaan:

a. melalui Swakelola dari TPK dengan mcnandatangani Berita Acara Serah

Terima: atau

b. melaJui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima,

(4) Kasij Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang

tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

(5) Kasi/Kaur meJakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah

dilaksanakan.

(6) Dokumen terkait Pcngadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

hams disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan

untuk rnelakukan pengawasan.

BABXV

PEMBINAAN, PENGAWASANDAN PENGADAANSECARA ELEKTRONIK

Pasal34

(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang

membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/

Jasa di kabupaten setempat.

(3) ApabUa diperlukan organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan

Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi

kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/uasa Pemerintah.

Pasal35

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan

tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah.

Pasal36 ...
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Pasal36

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal37

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan

tanah untuk keperluan Desa.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal38

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tabun 2015 tentang Tata Cara Pengadaaan

Barang/.Jasa <Ii Desa; dan

b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pengadaaan Barang/.Jasa

di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabui, memerintahkan pengundangan Pcraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai

Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal

BUPATI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARlS DAERAH
...---....,UPATENKUTAITIMUR,

TRAW SYAII
BERITA D. ERAH KADUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURANBUPATIKUTAITIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PEOOMAN PENGADAAANBARANG/
,)ASA 01 DESA

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar BelakaDg

Pengadaan BarangjJasa mcrupakan bagian dari pengelolaan keuangan
OeSA,dengan dcroikian perlu keselarasan antara tata kelola keuangan dcsa dengan
rata kclola Pengadaan Barang/jasa yang dihiayai dengan APB DC::>aagar dapat
mendukung tercapainya hasil pengadaan yang sesuai dengan prinsip efisien,
efektif, transparan, pcmbcrdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabcl seta

discsuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setcmpat. Selain itu, tata
kclola pengadaan juga harus selaras dcngan tata kelola pemerintahan desa,
sehingga hasilnya dapat mcndukung pembangunan Desa dan bermanfaat bagi
seluruh masyarakat Desa.

Sehubungan dengan hal terscbut, perlu adanya pedoman tata cam

Pengadaan Barang/.Jasa di Desa sebagai acuan bagi Desa tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa,

B. Maksud DaD TujUaD

Peraturan Bupati ini dimaksudkan unt.uk memberikan acuan bagi
Pcmcrintah Desa dalarn metaksanakan Pengadaan Barang/.Jasa yang dibiayai
dengan menggunakan APBDcs. Dcngan tujuan agar pengadaan barang/jasa yang
dilakukan olch Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai
dengan prinsip-prinsip pengadaan barangfjasa eli Desa

U. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN

A. Kepala Desa

Tugas Kepala Desa dalam pengadaan adalah:
1. Menetapkan TPKhasil Musrcnbangdes:

2. Mcngumumkan Rencana Ketja Kegiatan Dcsa scbelum dimulainya proses
pengadaan pacta tahun anggaran berjalan; dan



3. Menyelesaikan persilisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi

perbedaall pendapa~

B. Kepala Seksi/Kepala Urusan

I. Kasi/Kaur mcngelola pengadaan untuk kcgiatan sesuai bidang tugasnya

2. TUgRSKRSi/ Kaur dalam mengelola pengsdaan :

a. Mengecek Dokumcn Pelaksanaan Anggaran (OPA);

b. Mcnctapkan dokumen persiapan Pcngadaan;

c. Menyampaikan dokurncn pcngajuan penarikan unggaran untuk kegiatan

Pengadaa n scsuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dcsa dalam DPA;

d. Mclakukan pengadaan sesuai dcngan ambang batas nilai yang ditetapkan

Musrenbangdes;

e. Menandatangani bukti transaksi pengadaan;

f. Mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;

g. Mencrima hasil Pengadaan;

h. Melaporkan pengetolaan Pengadaan sesuai bidang tugaanya kepada Kepala

Desa: dan
i. Mcnyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya

kepada Kepala Dcsa dengan berita acara penyerahan.

3. Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani sural
pcrjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran

yang tersedia tidak mencukupi.

4. Kaur Kcuangan dikecualikan dari pcngclolaan Pengadaan sebagaimana

dimaksud angka 1.

C. Tim Pelaksana Keglatan

1. TPK terdiri dari unsur :

a. Perangkat Dcsa;
b. Lcmbaga Kemasyarakatan Oesa; dan

c. Masyarakat.

2. Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c hams ada

dalam TPK.

3. Perangkat Dcsa yang dimaksud adalah Kepala Dusun.

4. TPK ditetspkan berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang paling banyak 5

(Lima) orang.

5. Organisasi TPK terdiri atas:

a. Kerua;



b. Sekretaris; dan

c. Anggota

6. Tugas TPK dalam Pengadaan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan Swakelola;

b. Mengawasi Swakelola;
c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan oleh Penyedia;

d. Memilih dan menetapkan Pcnyedia ;
e. Mengawasi pclaksanaan pekerjaan oteh Penyedia ;

f. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kastl Kaur; dan

g. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan mclalui Penyedia.

7. Khusus untuk pekerjaan kontruksi yang dilaksanakan sccara Swakclola
ditunjuk pcnanggungjawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan

memahami kegiatanj'pekerjaan kontruksi.

8. TPK diberikan honorarium paling banyak sebesar 3 % (tiga per scratus) dad

nilai pagu kegiatan.

9. Kasi/Kaur dalarn mengelola kegiatan dapat diberikan biaya administrasi

kegiatan dengan maksimal scbcsar 2% (dua perseratus) dar] pagu kegiatan

antara lain untuk belanja ATK, cetak dan pcnggandaan, makan dan minum

rapat dan perjalanan dinas.

10. Kegiatan yang dapat dibcrikan biaya adminisrrasi adalah Bclanja modal

bangunan Cedung dan taman, I:lelanja modal jalan/prnSHrana jalan, Belanja

modal jernbatan, Belanja modal irigasijembung/air eungai/drainaseyatr

limbahjpersampahan dan Belanja modal jaringanr instalasi.

11. Besaran honor TPK dan administrasi setiap kegtatan d ttctaokan dengan
Keputusan Kepala Desa,

D. Masyarakat

1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan

2. Berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pcngadaan.

E. Penyedia

Pcnycdia di utamakan dari DeSS!dan mcmcnuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki tempat/Lokasi usaha, kecuali untuk tukang baru, tukang kayu, dan
sejenisnya;

b. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang

diperlukan dalam Pengadaan;

c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan

d. Khusus untuk pekeIjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli

dan/atau peralatan yang dipcrlukan dalam pelaksanaan pekerjaan,



m. PERENCANAAN PENGADAAN

1. Perencanann Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Perencanaan Pengadaan yang dimuat dolam RKPDesa rncllpuu:
a. jenis kegiatan;

b. lokasi;

c. volume;
d. biaya;

e. sasaran;

f. waktu petaksanaan kegiatan;
g. pclaksana kegiatan anggaran;

h. tim yang melaksanakan kcgiatan; dan
i. rincian satuan harga untuk kcgiatan pengadaan yang akan dilakukan.

3. Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musrenbangdes dalam pcnyusunan RKP

Desa.

4. Pengumuman

Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Dcsa diumumkan oleh
Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat,
sekurang - kurangnya pada papan pengumuman Desa. Pcngumuman
perencanaan pengadaan paling sedikit memuat:

a. Nama Kegiat.an;

b. Nilai Pengadaan;
c. .Jenis Pengadaan;
d. Kc)uaran/Output (t.erdiri dari volume dan satuan];

e. Nama TPK;
f. Lokasi; dan

g. Waktu Pclaksanaan.



IV. PERSIAPAN PENGADAAN

A. Umum

1. Setelah ditetapkannya Pcraturan Desa tentang APRDcsa dan Peraturan Kepala

Uesa tenrang Penjabaran APBUesa Perencanaan Pengadaan menjadi acuan Kasi/

Kaur sclaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam mclaksanakan

tugas sebagai petaksana kegiatan anggaran untuk menyusun Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (UPA)yang terdiri terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

h. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Kasi/I<aur mclakukan pengecekan DPA dan perubahannya untuk memastikan
rencana Pcngadaan telah sesuai dengan kcgiatan, anggaran, lokasi, volume, biaya,

sasaran, waktu pelaksanaan kcgiatan, dan rincian satuan harga untuk kegiatan

pengadaan yang akan dilakukan.

3. Dalam hal dijumpai ketidaksesuaian RAE dengan harga pasar menjclang

Pengadaan:

a. Kasi/Kaur melakukan revisi RAB; atau

b. Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Dcsa bila diperlukan pergeseran rincian

objek belanja.

c. Kepala Desa menindaklanjuti Iaporan kasi/kaur dcngan melakukan perubahan

penjabaran APBDesa yang ditetapkan dcngan Peraturan Kepala Desa.

4. Dalarn hal diperlukan perubaban volume pada rincian barang/jasa dalam RAB,

perubahan tersebut dimungkinkan scpanjang tidak mengakibatkan kcnaikan nilai

pagu rincian objek betanla.

5. Dalam hal dijumpai kelidaksesuaian Iokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan,

dan/atau tim pelaksana kegiatan dengan kondisi menjelang pengadaan, Kasi/Kaur

melapor kepada kepara Dcsa.

6. Kepala Desa mcnindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5

dengan mclakukan hal- hal sebagai berikut :

a. Melakukan musyawarah dcsa untuk menyepakati perubahan lokasi, volume,

sasaren, waktu pclaksanaan, dan/ntau tim pclaksana kegiatan.

b. HasH musyawarah desa dituangkan dalarn berita acara musyawarah dan

ditctapkan dengan keputusan kcpala de sa.

C. Kcputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar

kasi/kaur melakukan perubahan rencana kerja dalam dokumen DPA.



7. Dalam hal lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, darr/atau tim pelaksana
kegiatan sudah sesuai dengan kondisi menjetang pcngadaan, Kasi/Kaur

menyusun dan melengkapi dokumen persiapan pengadaan baik Pengadaan yang

dilakukan melalui Swakelola maupun melalui Penycdia,

B. Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola

1. Kasi/Kaur mcnyusun dokumen persiapan Pengadaan seeara Swakelola
bcrdasarkan Dokumen Pclaksanaan Anggaran (OPA)yang terdiri dan:

a. jadwal pelaksanaan kegiatan:

b. rencena pcnggunaan tenaga kerja, kcbutuhan bahnn, dan peralatan;

c. gambar rcncana kerja [apabila dipcrlukan);

d. spesifikasi tcknis (apabila diperlukan); dan

e. RAE Pengarlaan yaitu RAE yang disusun oleh Kasi/Kaur mcnjeiang

dilaksanakannya kegiatan Swakelola,

2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui

Swakclola berupa:

a. gambar rencana kcrja;

b. jadwal pelaksanaan kegiatan;

c. spesifikasi tcknis:

d. RAE Pengadaan dan Analisa Harga Satua.n; dan

e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan,

3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAE Pengadaan yang dihitung dengan

menggunakan data/infonnasi antara lain:

a. Harga pasar di Desa sctcmpat; atau

b. Harga ill desa terdekat dari desa setempat,

4. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang

tidak melebihi nilai pagu rincian objek bclania, pengadaan dapat dilanjutkan
dengan tertcbih dahulu melakukan rcvisi RAn pada OPI\.

5. Oalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RJ\B pada DPA yang

mclcbihi nilai pagu rincian o~jek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan

Kast/Kaur mclapor kepada Kepala Dcsa.

6. Kast/Kaur mcnyampaikan dokumcn persiapan Pengadaan scbagaimana dimaksud

pada angka 1 atau angka 2 kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui

Swakelola.



B. Persiapan Pellgadaan melalul Penyedia

1. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pcngadaan melalui Penyedia

berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:

a. waktu pelaksanaan pekeIjaan;

h. gambar rencana kerja (apabila diperlukan];

c. Kerangka Acuan Kcrja (KAK)/spesiftkasi teknis (apabila diperlukanj /daftar

kuantitas dan harga (apabila diperlukan):

d. IIarga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

e. mncangan surat perjanjian.

2. HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adatali harga perkiraun sendiri
yang ditetapkan otch Kast/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan

melalui Penycdia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar dipcroleh

dengan cara mencari informasi tcntang harga barangrjasa di DClSasetempat
dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan PenyediA.

3. Kasi/Kaur dapat mcnggunakan harga pasar di dcsa sekitar, apabila barang/jasa

yang dibutuhkan tidak ada di desa setcmpat.

4. Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai
berikut:

a. DolAIDhal hanya terdapat 1 (satu) Penycdia, rnaka harga pasar adalah harga

yang ditawarkan Pcnyedia terse but.

b. Deism hal terdapat lebih dari 1 (saru) Penyedia, make barge pasar adalah :

1) harga yang paling banyak ditcmukan; atau

2) harga yang paling rendah, jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud
pada angka 1).

5. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:

a. Menggunakan data/Informasi antara lain:

1) Harga pasar di Desa setempat; atau

2) lIarga di desa terdckat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang

dihutuhkan tidak ada di desa setempat.

b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan terscbut harus

diangkut ke suatu rcmpat yang memerlukan biaya angkut).



6. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAH pada DPA, sepanjang tidak
melebihi nilal pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dcngan
tertebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

7. Da.lam hal terdapat perbedaan Ht'S dengan RAB pada DPA yang mclcbihi nilai
pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur
melapor kepada Kepala Desa,

8. Rancangan surnt perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e

digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis tcrkait ruang
lingkup kegiatan, hak dan kcwajiban para pihak, jarlwal pclaksanaan kegiatan,
dan lain-lain.

9. Dalam hal pclaksanaan Pengadaan dilakukan oteh TPK, Kasi/Kaur
menyampaikan dokumen persiapan Pcngadaan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 kepada TPKuntuk dilakukan Pengadaan.

IV. PELAKSANAAN PENGADAAN

A. Pengadaan Mela1ui Swakelola

1. Ketcntuan Umum
Swakelola dilaksanakan berdasarkan rtokumcn persiapan Pengadaan yang
disusun olch Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada tahap Persiapan
Pengadaan Bab III.

2. Pelaksanaan
a. Swakelola dilaksanakan oleh :

1. Kaur/Kasi; atau
2. TPK; arau

:3. TPK dan masyarakat,

b. Dalam hal Swakelola dilaksanakan oleh TPK dan masyarakat, TPK
mengutamakan tenaga kerja dari Ocsa scternpat yang memiliki kcmampuan
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola.

c. Tenaga kerja scbagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oteb TPK
untuk mcndapat persetujuan dan Kasi/Kaur.

d. Pelaksanaan Swakelola dapat dibantu oleh narasumber / tenaga ahli.

e. Narasumbcr Ztenagu ahli sebagaimana pada huruf d dapat bcrasal dari
warga masyarakat Dcsa, organisasi perangkat dacrah kabupaten/ kota,

dan/ atau tcnaga professional.



3. Pengumuman

a. HasiJ kegiatan dari Pengadaan melalui SwakeloIa diumumkan melalui media

informasi yang mudah diakses olen Masyarakat, sekurang-kurangnya pada

papan Pcngumuman Desa.

b. Pengumuman hasil kegiatan Pcngadaan secara Swakelola rneliputi

1) Nama kcgiatan

2) Nilai pengadaan ;

3) Keluaran / Output [terdiri clan volume dan saruan];

4) Nama TPK;

5) Lokasi; dA 11

6) Waktu pelaksanaan.

B. Pengadaan Mela1ui Penyedia

1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:

a. Berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/ Kaur

sebagaimana dimaksud pada Tahap Pcrsiapan Pengadaan Bab IlL

b. Untuk mcmenuhi kebutuhan barang/jasa daIam rangka mendukung

pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barangj'jasa secant

langsung di Dcsa.

Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan

Swakelola an tara lain:

1) Pembelian material pada Swakclola pcmbangunan jembatan Desa;

2) Sewa peralatan (excavator) untuk Swakelola pemhAngunan jalan

kantong produksi; dan

3) Konsultan untuk merencanakan pcmbangunan jaringan air bersih

(artesis).

Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di oese antara lain:

1) Pernbclian komputer, printer, dan kertas;

2) Langganan internet; dan

3) Pembelian kendaraan bermotor,

c. mengutamakan penyedia dari Oesa sctcmpat,

d. Dalam hat pemilihan Pcnycdia dengan cara Lelang, TPK menyusun dokumen

Lclang.
c. Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud huruf d mencantumkan antara

lain :



1) ruang lingkup pekerjaan (dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2) rincian barang/jasa;

3) volume;

4) spesllikasitekrUs;

5) gambar rene ana kerja (apabila ctiperlukan); dan/ atau;

6) waktu pelaksanaan pekerjaan], disertai persyaratan administrasi

(sebagai contoh surat pernyataan kcbenaran usaha, izin usaha (bila

diperlukan), NPWP, rancangan surat peIjanjian clan nilai total RAE;

f. Dalam hal pengadaan barang/jasa dilaksanakan seluruhnya dilaksanakan

oleh penycdia, sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang ada

di desa setempat.

2. Pelaksanaan

a. Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara:

1) Pcmbelian Langsung

a) Kaur/kasi/TPI( mcmbcll barang/jasa kepada saru penycdia tanpa

pennintaan pcnawaran tertulis dengan tata cara scbagai berikut:

i. Kaur/kasi/TPK menentukan Pcnyedia;

ii. Kaur/kAsi/TPK mclakukan negosisasi [tawar-rnenawar] dcngan

Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan

iii. Transaksi dituangkan da1am bentuk bukti pem betian Mas nama

Kasi/Kaur sebagai pclaksana kegiatan anggaran.

b) Kasi/Kaur mclakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai

yang ditetapkan Musrenhangdes menggunakan tata cara Pernbelian

Langsung.

2) Pcrmintaan Penawaran

TPK membeli barangj' jasa kepada Penyedia dengan cara mcminta

penawaran sccara tertulis mjnjmal 2 (dua) Penyedia, yang tata earanya

scbagai berikut;

a] TPK meminta pcnawaran seeara tertulis minimal kcpada 2 (dua)

Penyedia Permintaan penawaran dilampiri persyaratan teknis

(Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian barang / JAM, volume,

spesifikasi teknis, gambar rencana keIja (apabtta dipcrlukan], dan I
atau waktu pclaksanaan pekerjaan] dan formulir sural pemyataan

kebenaran usaha;

b) Penyedia mcnyampaikan penawaran tertuhs bcrisi pcnawaran teknis

dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;



c) TPK mengevatuasi pcnawaran penyedia;

d) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenubi

persyaratanteknis dan harga;

c) Dalam hal Penyedia yAng lulus persyaratan teknis dan harga
berjumlah lebih dari 1 (satu], maka TPK menetapkan dcngan harga

pcnawaran terendah sebagai pernenang untuk mcnyelesaikan

pekerjaan;

t) Dalam hal ada lebih dati 1 (satu] Penyed ia mcnawar dengan harga

yang sama, maka TPK rnelakukan negosiasi (tawar-menawarj dengan

setiap Penycdia untuk memperoleh harga yang lcblh murah;

g) Dalam hal hanya 1 (sam) Pcnyedia yang lulus persyaratan teknis dan

harga, maka TPK mclakukan negosiasi (tawar-menawar] dcngan

Penyedia untuk mcmperoleh harga yang lebih murah;

h) Hasil negosiasi harga (tawar-menawar] sebagaimana dimaksud pacta

huruf f dan g, dttuangkan dalam Berita Acara Hasil Ncgosiasi; dan

i) Transaksi dituangkan dalam bcntuk bukti pernbelian dan surat

perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran

dcngan Penyedia.

3) Lelang

TPK mclakukan Lelang dengan rata cam sebgai bcrikut:

a) Lclang diikuti oleh minimal 2 (dua) Penycdia

h) TPK mengumumkan Pcngadaan untuk mengundang dan meminta

Penyedia menyampaikan penawaran tertulis,
c) Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah di

akses oleh masyarakat sekurang-kurangnya di papan

Pengumuman Dcsa;

d) Selain bcrsamaan dengan pelaksanaan Pengumuman Pcngadaan,

TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk

mengikuti Lelang.

e) Pcngumuman Pengadaan sekurang-kurangnya bcrisi:

(1) Nama pekerjaan;

(2) Nama TPK;

(3) Lokasi pekerjaan;

(4) Ruang Iingkup pckcriaan:
(5) Nilai total RAn;

(6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

(7) Jadwal proses Lelang,



t) TPK memberikan dokumcn Lelang kepada penyedia yang

mendaftar;
g) Penyedia menyampaikan penawaran tcrtulis berisi dokumen

administrasi serta pcnawaran teknis dan harga.
h) TPK mengevaluasi penawaran Penycdia;

i) Hasil Evaluasi pcnawaran disampaikan kepada Penyedia;

j) Pcnawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memcnuhi
persyaratan administrasi.teknis dan harga;

k) TPK mcnctapkan PenyediA dengan harga penawaran terendah

sebagai pemenang untuk melaksanakan pekcrjaan;

I) Dalam hal ada lebih dari I (satu) Penyedia yang lulus menawar

dengan ha rga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi [tawar-

menawar) dengan setiap penyedia untuk mcmperoleh harga yang

lebih murah yang e1ituangkAn daJam Bcrita Acara Hasil NegosiAsi;

00) Dalam hal terdapat 1 (saru) Penyedia yang lulus maka TPK

melakukan negosiasi (tawar-menawar] yang dituangkan dalam

Berita Acara Hasil Negosiasi: dan

n) Transaksi dituangkan dalam bcnruk surat peIjanjian antara Kasij

Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

b. Jenjang nilai Pengadaan melalui Penyedia sebagal bcrikut :

1) Pembcrlian langsung

Dilaksanakan untuk pengadsan sampai dengan Rp. 50.000.000,00

(Lima puluh juta rupiah)

2) Permintaan Penawaran

Dilaksanakan untuk Pcngadaan diatas Rp. 50.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

3) Lelang

Dilaksanakan untuk Pengadaan eli atas Rp 200.000.000,00 (dua rarus

juta rupiah)

c. DaIam pengadnan barangjjasa tidak boleh dilakukan pemilahan jenis

barang/jasa yang dapat disediakan oleh 1 (satu) penyedia dalarn sam

kegiatan dengan maksud menghindari jenjang nilai pengadaan.

3. Bukti Transaksi
a. Bukti transaksi Pcngadaan terdiri Mas:

1) Bukti pembelian; dan

2) Surat perjanjian

b. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) e1igunakan

untuk Pengadaan dengan metode Pemhelian Langsung,



4. Perubahan Surat Perjanjian

a. Apabila tcrjadi keadaan kahar sebagaimana tercantum da!am surat

peIjanjian, KasijKaur atas pemberitahuan Penyedia oapat mclakukan

pcrubahan jadwa! pelaksanaan pekcrjaan dan j atau menghentikan

perjanjian.

b. Kasi/Kaur melaporkan kepada Kepala Desa bilamana ada perubahan jadwat

pelaksanaan pekcrjaan dan/ atau penghentian kontrak scbagaimana
dimaksud pada huruf a.

c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalarn addendum

surat perjanjian.

C. Pengumuman

1. TPK mengumumkan hasil kegiatan dati Pengadaan melalui Pcnycdia di media

informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, sekurang - kurangnya pada

papan Pengumuman Desa,

2. Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Pcnycdia dengan

mctodc Pcrmintaan Penawaran dan Lelang mclipuli:
a. Nama Kegiatan;

b. Nama Penyedia;

c. Nilai Pengadaan;
d. Keluaranj Output (terdiri dati volume dan satuan];

e. Lokasi;dan

f. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tangga! selesai).



V. PELAPORAN DAN SERAH T~;~IMA

1. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:

II. Kcmajuan pclaksanaan Pengadaan;

b. Pelaksanaan Pengadaan yang telah selcsai 100 % (seratus persen),

'l.. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 discrtai dcngan dokumen

pendukungnya.

3. Derdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kasil Kaur

menerirna basil kcglatan dari Pengadaan:

a. Melalui Swakelola dari TPK dengan mcnandatangani Derita Acara Serah Terima

(BAST) ; atau

b. Melalui penyedia dengen menandatangani Bcrita Acara Serah Terima (BAST).

c. Khusus kegiatan konstruksi wajib dilerigkapi dengan dokumen pemeriksa basu

perkembangan pckeriaan kondisi fisik 50% (lima puluh perscn) konclisi fisik 100%

(scratus persen] yang dilakukan oleh 1'PK.

4. Kasil Kaur menyerabkan hasil kcgiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya

kepada Kepala Ocsa dcngan berita acara penyerahan dan melakukan pengarsipan

dokumen terkait pengadaan yang telah dilaksanakan.

5. Dokumen terkait Pcngadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus clisimpan

dan dapat diakses oleh pihak yang mcrniliki kcwenangan untuk melakukan

pcngawasan,

UAFTAR PORMAT OOKUMEN SURAT PENGADAAN BARANO!.JI\SI\ OTDESA

NO CONTOH FORMAT ROMAWI

1. Pakta Intezritas KAsijKaur dan Anzzota TPK I
2. Surat Pene:A.OIl:katan Tim Pelaksana Keziatan IT
3. Format Surat Kcoutusan Kepala Desa Biava Administrast TV
4. Contioh Formal Keranzka Acuan Keria V
5. Contoh AAB Pengadaan Kaur/Kasi (Penyedia Pendukung VI

Swakelola.
6. Contoh RAB berdasarkan Harza Perkiraan Scndiri IHPS\ Metode VIl

iz. Surat Permintaan Penawaran VllI

r--8. Contoh Format Surat Pcnawaran Harua rx
9. Penzumuman Lclana X
10. Contoh Format Evaluasi Penawaran XI
11. Contoh Format Undanaan Neaosiasi Harza xn
12. Contoh Formal Berita Acara Hasil Nezosiasi XIII
13. Contoh Format surat oemberitahuan Hasil Penawaran XN
14. Contoh formal Berita Acara Penetaoan Pemenana XV
15. Contoh Format Surat Perianiian Keria XVI
16. Contoh Formal Penverahan Hasil Pekeriaan XVII
17. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan XVIll

(Khusus konstrukstl



18. Contoh Format Lampiran Bcrita Acara Pemeriksaan Hasil XIX
Pekerjaan (Khusus Konstruksi]

19. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan XX
(Khusus Non Konstruksi)

20. Contoh Format Lampiran Bcrita Acara Pemeriksaan Hasil XXI
Pekeriaan (Khusus Non konstruksf}

21. Contoh Berita AcaTAPenerirnaan Hasil Pekeriaan XXII -
22. Cont.oh Herita Acara Serah Tcrima Pekeriaan XXlIl
2:3. Contoh Format Berita Acara Musywarah Desa Pembangunan xxrv

Desa

24. _Contoh Format Penzumuman Hasil Pcnaadaan XXV
25. Contnh Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan - XXVI



I. Pakta Format Integritas Kaur/Kasi clan Anuota TPK

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Jabatan Kasi/Kaur .

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggrao Pcndapatan dan Belanja Desa

(APBDesa). dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktck Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan Melaksanakan Kegiatan dengan Cermat, Efektif dan Evisien serta akan

melaksanakan kegiatan tersebur dengan transparan dan akuntabel.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / bcrwcnang apabila mengetahui ada

indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalarn proses pclaksanaan kegiatan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Intcgritas ini,

saya berscdia dikcnakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

[Tempai, Tanggal, Bulan, Tahun)

Yang Membuat Pernyataan:
Kasi/Keur .......... ,

Materai Rp.6000,-+Cap

( Nama =.1

Cat.atan :
Setiap Kasi/Kaur Menandatangeni Pakta Integritas
Pcnandatangan Pakta Integritas dilakukan pads SAAt SK. Penetapan Scbagai PPKD.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
No. Identitas KTP
Alaiuat
.Jabatan

............. ,., .

KetuajSekl·etarisj Anggota TPK Pada Kegiatan

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi,
Dalam rangka pclaksanaan kegiatan dalarn Anggran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Ticlllk akan mclakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (KKN);
2. Akan Melaksanakan Kegiatan dengan Cermat, Efektif dan t::visien serra akan

melaksanakan kegiatan terse but dcngan transparan dan akuntabel.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib j bcrwenang apabila mengetahui ada

indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)dalam proses pelaksanaan kegiatan;
4. Apabila saya mclanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta lntcgritas ini,

saya bcrscdia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan pcrundang-undangan yang
bertaku.

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun]

Yang Membuat Pernyataan:
Ketua/Sekretarisj Anggota TPK Pada

Kegiatan ,

Materai Rp.6000, +Cap

f .••.••..•••••••••••• liStlllSL ••••••••••••••••• )

Catalan:
Setiap Anggota TPK Menandatangani Pakta Integritas
Penandatangan Pakta Integritas dilakukan pada saat SK. Pengangkatan scbagai Tim
Pelaksanaan Kcgiatan diterima.



n. Format SK Kades tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA•..••••.•••.••••••••
NOl!llOR:•..•••.•.... TAHUN .

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA (TPK) PADA KEGIATAN DESA
............. KECAl!llATAN .•••••••••••• KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA ,

Mcnimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat
(9) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun .
tcntang Tala Cam Pengadaan Barang di nesa, Kepala Desa
mcnetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf II perlu mcnctapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Kegiatan
.............. Desa Kecamatan Kabupatcn Kutai Timur
Tahun Anggaran .

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indoneesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negllra Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor ;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang I Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
'rata Cara Pengadaan Barang I Jasa di Desa (Derita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

5. Pcraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahull tentang
Tata Cara Pengadaan Barang I Jasa di Desa (Bcrita Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun Nomor );



6. Peraturan Desa ......... Nomor ........ Tahun ....... tcntang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
[l.embaran Desa ...... Tahun ...... Nomor ....... );

7. Peraturan Kepala Desa ....... Nomor ...... Tahun ...... ten Lang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa Tahun
Anggaran ........ (Berita UeSA ......... Tahun ....... Nomor ....... ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Mcmbcntuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Kegiatan.i..."
nesa ......... Kecamatan ...... Kabupaten Kutai Timur dengan susunan
keanggotaan TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan bagtan tidal< terpisahkan dan keputusan in.i.

KEDUA
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas diberikan
honor dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari kcputusan ini,

KF:TIOA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ........ Tahun Anggaran .........

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditctapkan dengan ketentuan
apabila dikcrnudian han terdapat kckcliruan dalam penetapannya,
akan dilakukan pcrubahan dan perbaikan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan eli .
pada tanggal,

KEPALA DESA .

( Nama )



LAMPlRAN KEPUTUSAN KEPALA DESi\ .
NOMOR
TANGGAL

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PADA KEGIATAN •.•............. DESA•..........•.
KECAMATAN KABUPATEN KUTAl TIMUR

TAHUN ANGGARAN .

HONOR KEGIATAN
•••••% (Maksimal 3%)* X Rp (Pagu Kegiatan) = Rp ( dalam

huruf

DENGAN RINCIAN :

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM BESARAN HONORTIM

1. .......................... I Kctua/ Anu;ota RD.
2. • ••••••• 0 ••••••••••••• 0 ••• Sekretarisj Anggota Rp.

~. ............ ............ ..... I Anggota Rp .
I 4. .........•..•••••.•..•.••. I Anggota Rp., 5. o ••••••••••••••••••••••••• I AnRl!,ota Ro.

KEPALA DESA•.....•

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



m. Format Surat Keputusan Kepala Desa Biaya Administrasi Kegiatan

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA ••........•..•.....•
NOMOR: .••....•..•. TAHUN .

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN DESA KECAMATAN ••••••••.••••
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN .

KEPALA DESA ,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (I) Peraturan
Bupati Kutai TImur Nomor Tahun tentang Tata Cara
Pengadaan Barang pcrlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ...
tentang Biaya Administrasi Kegiatan Desa Kecamatan
Kabupaten Kutai Ttmur Tahun Anggaran .

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat IT di Sulawesi (Lembaran Negara RepubJik
Indoneesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.ang Desa (Lcmbaran
Negara R.cpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam bahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Jndoncsia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebaga.i.mana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tcntang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang
Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321 );

4. Peraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 t.entang Dana nesa
Yang Bersumber Dati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa (Bcrita Negara Republik
Indorieaia Tahun 2014 Nomor 2091);



Menetapka.n

KESATU

KEDUA

KETIOI\

KEEMPAT

6. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Dcsa {Derita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan KepaJa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang I Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pcnyusunan
Tata Cera Pengadaan Barang I Jasa di Oesa (Bcrita Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

8. Peraturan Bupati Kutai Tunur Nomor 45 Tahun 2018 tenrang
Pengelolaan Keuangan Desa eli Kabupaten Kutai Timur (Berita
Daerah Kabupaten Kurai Timur TaJlU1l2018Noma 2431);

9. Pcraturan Dupati Kutai 'l'imur Nomor Tahun tentang
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa i [Berita Daerah
Kabupaten Kutai Tirnur Tahun Nouior. );

10. Pcraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Desa Tahun Anggaran.. ... [Lernbaran
Desa Tabun Nomor );

11. Peraturan Kepala lJesA .. Nomor Tahun tentang
Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran (Be rita Desa Tahun Nomor ).

MEMUTUSKAN :

Biaya Administrasi Kcgiatan Desa Kecamatan Kabupaten
Kutai Timur 'l'ahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak tcrpisahkan
dari keputusan ini.
Pemberian Biaya Administrasi Kcgiatan sebagai mana dimaksud
dalam Ditum IiliSI\TU ditcnrukan sebesar Persen (maksimal 3%)*
dikalikan nilai Pagu kegiatan Rp .
Biaya administrasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KJ;;SATU dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Desa ........ 'rahun Anggaran .........
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya,
akan dilakukan perubahan dan pcrbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..
pada tanggaJ,
KEPALA DESA ,

( Nama ..•.••••.•..•)

Lampiran : Keputusan Kepala Dcsa ...
Nomor ..
Tanggal ..



BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN .
DESA KECAMATAN .

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN .

ADMINISTRA KEGIATAN
..... % (Maksimal 2%)* X Rp (Pagu Kegiatan) = Rp ( dalam
huruf)

Dengan Rincian Penggunaan Sebagai Berikut :

,_.
NO RINCIAN BESARAN (Rp)

1. I\TK> dan Benda Pos
· xertas Rp.............
· Sipidol Rp.............
- Map Rp.............
- Tinta Printer Rp.............
- Materai Rp.............
- DII.. .......

2 Cetak dan Pcnggandaan
- Foto Copy Rp.............
- Jilid Rp.............
·

3. Makan dan Minum Rapat
· Makan Rp .............
- Minum Rp .............

4. Pcrjalan Dinas
· Kaur/Kasi/TPK Rp..............
- Tenaga Teknik/Kader Teknik Rp..............

Jumlah Totai Administrasi Kegj.atan R;e.............

KEPALA DESA .......

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



IV. Contoh Format Kerangka Aeuan Kelja

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGuNA ANGGARAN :

DESA

BIDANG

SUB BIDANG

KEGIATAN

PEKERJAAN

SUMBERDANA

...............•.• (KADESI

: PEMERINTAH DESA ...••..........•.



KOP PEMERINTAH DESAS

TAHUN ANGGARAN 202 ...

KERANGKA ACUAN KERJA

I. Latar Belakang

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi

pekerjaan; pennasalahan terkait dertyan kebutuhan barang yang akan diadakan

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud pekerjaanj' pengadaan barang .
b. Tujuan

Tujuan pekerjaarr/pcngadaan barang .

III. Target/Sasaran

Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam

yaitu .
pcngadaan barang

rv. Nama OTganisasi

• K/L/DI
• Nama PA

Nama PAl{

Pemerintah Desa .
......................... (Kades)

......................... (Kaur / Kasi]•

V. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana pekerjaan ini adalah DD/ADD/DBH sebagairnana tclah tertuang

dalam Dokumcn Pelaksanaan Anggaran (UPA)

Desa ......... Kccamatan .......... Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020.

Besaran biaya yang diperlukan untuk pckerjaan ini adalah sebesar
Rpxxx.OOO.OOO,OO {xxx Juta RupiahJ.

VI. Ruang Lingkup Pekerjaan

Adapun ruang lingkup pekerjaannya meliputi:
1. Pekerjaan Persiapan, mcliputi pekerjaan ;

2. Pekerjaan , melipu ti ..

3. Dst
(sesuat kebutuhan)

VII. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dan kcgiatan ini adalah ..



VIII. JlUI,gka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pckerjaanj'pengadaan barang [kapan barang yang

dimaksud harus sudah ada dilokasi /dlscrahterimakan) : harij' bulan,

terhirung sejak (SPMK/Nota Pesanan)

IX. Tcnaga Ahli/TerampU

Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk pernasangan/

pcnggunaan/pengoperasian barang yang diadakan (apabila diperlukan)
X. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis pekerjaan kosntruksi meliputi :

• Ketentuan pcnggunaan bahan/rnaterial yang dipcrlukan;

• Ketentuan pcnggunaan peralatan yang diperlukan ;

• Ketentuan penggunaan renaga keIja;

• Metode kerjA/ prosedur pelaksanaan pckerjaan;

• Kctentuan gambar kerja;

• Ketentuan perhitungan prcstasi pekerjaan untuk pcmbayaran;

• Ketentuan pcmbuatan laporan dan dokumentasi;

• Ketentuan mcngenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan

kcschatan keIja)

• DI1yang diperlukan
XI. Penutup

Hal-hal yang bcrkaitan dengan syarat-syarat teknis konstruksi dan bahan

bangunan yAng bclum diatur dalarn Kcrangka Acuan Kerja ini akan diatur lebih

lanjut dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

Mengetahui
Kepala Desa ....

PPelakssnR
Anggaran

Dcsa .

( )
( )



V. Contoh RAB Pengadaan Kaur/Kasi ( Penyedia Pendukung Swakelola)

CONTOH RA8 PENGADAAN MA'l't::RIAL LOKAL OLEH SATU P~NYEDIA

Desa Hic1ang
Kegiatan
Lokasi

KecamAtan .
Kabupaten ..
Provinsi : .

-
No Uraian Spesiflkasi Volume Sat. I Harga .Iumlah .Jadwal

Telmis Sat. (Ro) Harza (Ro) Penaadaan
I Balok 4/6 ·4 m (Kls II) Mutu Kayu Kls 1 M3 Minggu Kc II

- II Bulan Juli
2 Balok 4/6 ·4 m (Kls II) Mutu Kayu Kis 1 M3 Minggu Ke II

II Bulan .Juli
3 Salak 4/6·4 rn [Kls II) Mutu Kayu Kls 1 M3 Minggu Kt: lJ

II Bulan Juli
,-4 : Dst ...... ,

Mengetahui
Kepala Desa

................... Tanggal. .
Kasi/Kaur

( ) ( )

CONTOH RAE PENGAOAAN MATERIAL LOKAI_ OLEH SATU PENYEOlA

Desa
Kecarnatan
Kabupaten
Provinsi

Bidang
Kegiatan
Lokasi

No Uraian Spesifikasi Volume Sat. Harga Jumlah Jadwal
Teknis Sat. (RD) Haraa fRo) PenR9d~

1 Batu Gunung / Kali I M3 Minggu Ke 11
Bulan Juli

2 Pasir Pasangan / Betonan / 1 M3 Minggu Kc II
Beton Bulan J.\!.!L_

I 3 Pasir urug I M3 Minggu Ke II !Bulan Juli
4 Sirtu 1 M3 Minggu Kc II

Bulan Juli
5 OSL ...

Mengetahui
Kepala Desa

................... Tanggal. .
Kasi/Kallr

( ) ( )



CONTOII RAE PI!:NGADAAN MATERIAL TOK() OLEH SATU PENYEDIA

Desa
Kecamatan
Kabuparen
Provinsi

........................

Hidang
Kegiatan
Lokasi

No I Uraian ISpesifikasi I Volume Sat. Harga .Jumlah Jadwol ITeknis Sot. Harga (Rp) Pengadaan
(Rp)

1 Semen ~O Kg 1 Sak Minggu Ke
11Hulan

Ju Ii ::-:--
'2 Besi Beton Dia 12 mm .1 Btg Minggu Ke

n Bulan
Juli

3 Atap Seng Gelombang 1 Lmhr Minggu Ke
11 Bulan

.Juli
<1 Kerarnik 40 em x 40 em .1 Dos Minggu Ke

11 Bulan
Juli

5 Dst ...

Mengetahui
Kepala Desa

................... Tanggal. .
Kasi/Kaur

( ) ( )

CONTOH RAI3 PENGADAAN SEWA ALAT OLEH SATU PENYEDIA

Desa
Keeamatan
Kabupat.en
Provinsi

Bidang
Kegiatan
Lokasi .................

~o Sat. I Harga I -Uraian Spesilikasi Volume Jumlah .Jadwal
Tcknis Sat. (RDI Harl!:alRDl Penlffidaar;-,-

I Mobilisasii/ Demohilisasi 1 Unit Minggu Ke 11
Bulan Juli

2 Excavator 1 .Jam Minggu Ke II

~
Bulan Juli

Motor Gredel' 1 Jam Minggu Ke 11 I
Bulan Juli

4 Vibrator Railer 1 Jam I I
Minggu Ke 11 I

5 Dst.. .. I ) I
Bulan Juli

Mengetahui
Kcpala Desa

................... Tanggal. .
Kasi/Kaur

( ) ( )



VI. Contoh RAB berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Metode Lelang

SIDANG
SUB. BIDANG
KEGIATAN
LOKASI
THN. ANGGARAN

No Uraian Pekeriaaan Volume ISRtuan i Harga I Jumlah
I Satuan !~pJ , Haraa lRol

I Pekerjaan Persiapan
1. Pembersihan Lokasi
2. Pengukurnn dan

Pemasangan
Bowplank

3. Pas.Papan Proyek
4. l)::;t_

Sub Jumlah
n Pekerjaan Tanah dan

Pasir
1. Galian Tanah
2. Urugan Tanah
3. Dst. ..

Sub Jumlah
m Pekerjaan Pasangan,

Dlnding, Plesterandan
Lantai I
1. Pas.Batu Kosong
2. Pas. Batu 1:4

Sub Jumlah

r-- Jumlah (I+u+ml I •
Real Cos -

I
PPN 10%
.Jumlah Total

r--' Dibulatkan -Terbilanq U

Kasi/Kaur

( )



VII.Contoh Format Surat Permintaan Penawaran

KOP PemeriDtah Desa

............... , ,..

Nomor
Lamp.
Hal

1 (satul Berkas
PermiDtaan Penawaran.

Kepada
Yt.h. (Penycdia Toko/UD ICV /PT)

di-

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan , dimana
didalamnya terdapat pekerjaan .

I\dapun persyaratan teknis pcngadaan mengacu pada :
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); Jika diperlukan"
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Jika diperlukan'
3. Rencana dan Jadwal Pengadaan; dan
4. gambar rencana kerja, apabila dipertukan".
pcrsyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas terlampir.

Maka apabila saudara bcrminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan
................. tersebut, diminta scgera mengajukan surat pcnawaran harga,

Surat Penawaran dialamatkan kepada sclaku Tim Pelaksana
Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
I. Sural Penawaran dibuat rangkap 3 [tiga], asli 1 (satu) bcrmaterai Rp,

6.000 (enam ribu rupiah).
2. Surat Pcnawaran paling larnbat kami terima tanggat .

Surat Pcnawaran dilampiri :
1. Daftar pcnawaran harga sudan memperhitungkan pajak dan harga

sampai di desa;
2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pernyataan kcbcnaran usaha
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Foto copy KTP Pemilik Usa.ha; dan
6. izin usaha (bila diperlukan)·.

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas
pcrhatian saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kasi/Kaur .

Selaku PPKD

Ketua TPK
Desa .

...............................



Lamapiran : surat TPK Desa "....
liomor
Tanggal

CONTOH RENCANA DAN JADWJl.LPENGAOMN

Desa ........................ Bidang ................
Kecamatan ........................ Kegiatan ................
Kabupatcn ........................ Lokasi ................
Provinsi ..................... ,..

.

I INo UAAlAN
Spesifikasl Volume Satuan Jadwal PengadaanTeknis

-I DAHAN LOKAL-
1 Balok 4/6 x 4 (KJ::;.II) m3 Minggu Kc 1IBulan Juli

2 Balak 5/ lOx 4 (KJs.1I1 m3 Minggu ke II Dulan
Juli

3 Balok 5/7 x 4 (KJs.II) m~ Minggu ke II Bulan Juli
4 Balok 5/7 x 4 (KJs.111) m3 Minggu ke II Bulan Juli _--
5 Doiken kayu <?J 8- 1Oem -paniang 4 m m3 Minggu ke II Bulan Juli-
6 Kerikil Sungai Pilihan/Koral Beton m3 Minggu ke 11 Bulan Juli
7 Kayu Papan KJsIII m3 Minggu ke II Bulan Jul!
8 Papan 3/20 x 4 (KJs. II) m3 Minggu ke 11Bulan JuU

........... ,Tanggal. , , .
Mengeiahui :

Kasi/Kaur
Selaku PPKD

Ketua TPK



CONTOH RENCANA DAN JADW AL':::.!.P~E~N~G::.:A~U::.:A::.:A~N _

Desa
Kecamatan
Kabupatcc
Provinsi

Hidang
Kegiatan
Lokasi

URAIAN Spesifikasi Volume Satuan
'I'eknis Jadwal Pengadaan

IBAHAN TOKOI semen_,_5(_)_K_g~---,- _

1 Besi Beton Dia 12 mm

I dst .....

---------------------

m3 Minggu Ke ITRulan Juli

Minggu Ke II Bulan Julim3

Mengetahui :
Kasi/Kaur

Selaku PPKD

........... ,Tanggal. , ,

KetuaTPK

__________ __:C::..:O::..:N:.:..=.TOJIRENCANA DAN .JAOWAL PENGADAAN _

Desa
Kecarnatan
Kabupaten
Provtnsi

Bidang
Kegiatan
Lokasi

Spesifikasi
r

URJ\lAN Volume Satuan Jadwal Pengadaan
Teknis

-"-- .
SEWAALAT- Mobilisasir/Demobilisasi Unil Minggu Ke II Bulan .Juli
F;xcavator .JAm Minggu Ke n Bulan Juli

Motor Greder Jam Mioggu Ke II Bulan Juli

dst

Mengetahui :
KalSi/Kaur

Sclaku PPKD

........... ,Tanggal , ,

Ketua TPK



____________ C=-O~N.::.TO=HRENCANA DAN .JAOWAL PENGADAAN

Dcsa
Kccamalan
Kabupatcn
Provinsi

Didang
Kegiatan
Lokasi

1 B

UI{AIAN Spesifikasi Volume Satuan .Jadwal PengadaanTeknis

I
lBIT SA PI BALI Ekor Minggu Ke II Bulan Ju Ii

usrr KAMBlNG Ekor I Minggu Ke 11Bulan Juti

t .... I Minggu Ke Jl Bulan Juli
- -

010

_J,_

........... ,1'anggal , ,..
Mengetahui :

KasijKaur
Sc1aku PPKD

Kctua TPK



vm. Contoh Format aurat Penawaran Harga

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

., " , , .

Nomor
Lamp.
Hal

1 [satu] bcrkas
Penawaran Harga

Kepada
Yth. Kasi/Kaur/Ketua TPK

Desa ..
di-

Menanggapi surat pcrrnintaan penawaran dari Kctua Tim Pengelola
Kegiatan Desa Nomor tertanggal , mo.ka bersama in.i kami
mengajukan penawaran harga unruk melaksanakan pekeIjaan
............................. terse but.

I\dapun harga penawaran yang kami ajukan IldlllAh sebesar Rp.
.. ( ) dengan rincian sebagaimana
terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami sampaikan :
1. Daftar penawaran harga sudah memperhitungkan pajak dan harga

sampai di desa;
2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pemyataan kebenaran usaha
4. Foto l:0PY Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Foto copy KTP Pemilik UAAha; dan
6. izin usaha (bila diperlukan)·.

Demikian surat penawaran harga ini karni buat untuk diperiksa dan dapat
dipertimbangkan.

Direktur /Pimpinan/ Pemilik
(Pr/CV/UD) .

Cat: - Surat Penawaran dibuat rangkat 3 (tiga), asli 1 (satu) bcrmatcrai Rp. 6.000 (enam
ribu rupiah).

- Lampiran Sural Penawaran adalah Daftar Rincian Ha.rga dan Jadwal
Pelaksanaan Pcngadaan Barang/Jasa



LAMPlRl\N
NOMOR
TANGGAL

: SURAT (PTjCVJUDI .

CONTOH Di\F1'AR PENAWARAN HAR(M OLEH PENYEDIA

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Bidang
Kcgiatan
Lokasi

No I -
Uraian Spellifikasi Volume Sat. Harga Jumlah .Jadwal

1'ekni~ Sat. (Ro) Haraa (Rp) Pengodaan
1 Balok 4/6 ·4 m (Kls II) Mutu Kayu K1s 1 M3 Minggu Kc II

II Bulan Juli
2 Balok 4/6·4 m (1<1" ll) Mutu ~'U Kls 1 M3 Minggu Ke II

11 Bulan Juli
3 Balok 4 j6 ·4 m (Kls 11) Mutu Kayu Kls 1 M3 Minggu Ke II

f-;j-
11 Bulan Juli .

Dst.. ....

. Tanggal .
PTjCV /UD/Toko/Perorangan

( )



CONTOH DAFTAR PENAWi\RAN HARGA OLEH PRNYEDIA

ncsa
Kccamatan
Kabupaten
Provinsi

Bidang
Kegiatan
Lokasi

l No

1 +-=S-a-tu----=O-u-n-un-g----:-'"""K

2

Uraian Spesifikasi i Volume I Sat. Harga Jumlah I Jadwal I

Teknis Sal. (Rp) Harga (Rp) Pengadaan
ali 1 M3 I Minggu Ke II

Bulan Juli
Rctonan I 1 M3 Minggu Kc II

Bulan Juli
1 M3 Minggu Ke II

Bulan Juti
1 M3 Minggu KeU

Uulan Juli
I I ,

Pasir Pasangan ,
Beton

3 Pasir urug

4

Dst ....

sirtu

5

. Tanggal. .
PTjCV jUDjTokojPerurangan

( )



CONTOH DAY!'J\f< PP,NAWARANHARGA OLEH PENYEDIA

Dcsa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

...., . Bidang
Kcgiatan
Lokasi

.................

R Spesifikasi I -
Uraian Volume Sat. Harga .Jumlah JadwaJ

'relents sat. (R~l Ha"galRul Penzadaan
Semen 50 Kg 1 Sak I Minggu Ke 11

Bulan Juli
2 Besi Beton Dia 12 mm 1 Utg Minggu Kc II

Bulan Juli
3 Atap Seng Gelombang 1 Lmbr Minggu Ke IT

Bu Ian Juli-=-
4 Kcrarnik 40 em x 40 em I 1 nos ,

I Minggu xe II,
I Bulan Juli

5 Dst. ... I I ,

................... Tanggal .
PT/CV /UD/Tuko/Perorangan

( )



CONTOR DAFTAR PENAWARAN HARGA OLEH P~NYEDlA

Desa
Kecamatan
Kahupaten
Provinsi

Bidang
Kegiatan
Lokasi

No Uraian r Spe~jf1kA~i I Volume Sat. Harga .Jurntah .Jadwal
1'eknis Sat. (Rp) Harga (ReI Pengadaan

sii/Demobili~l>i I J Unit I Minggu Ke II
I Bulan Juli

tor i 1 Jam I Minggu Ke II
Bulan .iou

Gredel" 1 Jam Minggu Kc II
Bulan Juli

r Roller 1 JAm ,
I Minggu Kc II

Bulan Juli_
I

1 ' Mobilisa

2 Excava

3 Motor

4 Vibrato

5 DSl....

. Tanggal. .
IT / CVIUD /Toko/ Perorangan

( )



IX. Contoh Format Pengumuman Lelanl

PENGUMUMAN LELANG
KEGIATAN BIDANG SUMBER ANGGARAN .

DESA TAHUN ANGGRAN 20...

Nomor: .

Schubuogan dengan kcgiatan Tahun anggaran 20 maks karni
bcrmaksud mengadakan lelang, dengan paket sebagai bcrikut:

I No I Nama Paket I NamaTPK
Ruang Jangka

Lokasi NUaiHPS WaktuLingkup l)elakaanaan
Semen,

l. Pengadaan Ketua .... I
Dusun Besi Beton 205.000.000,- 60 HKBahan Toko ... Tripleks, I IL dll

Adapun persayaratan danjadwal tahapan lelang terlampir

Desa , (tanggal/ bulan/Tahun)

Mengetahui,
Kasi/Kaur DI;:~a " ..
Seloku
PPKD

Kctua TPK
Desa .

...............................



Lampiran Pengumuman LeJang
No: .
Tangga1: .

1. Persyaratan Penyedia

3. Memiliki izin USA ha
b. NPWP

c. dll (dapat dikembangan sesuai ketentuan peraturan pcrudang-undangan yang

bcrlaku]

2. Jadwal

3. Pe

-Tahapan Tempat Waktu Ket
..... /tgl/bln/thn

l'engumuman Lelang Kantor L>esa s.d
.... .Itlll/bin/thn

daftaran dan pengambilan I ..... /tgi/bln/thn
Kantor Desa s.dDokurnen Lclang

I ..... [tRlLblnfthn

I I Disaksikan
Pemasukan Dokumen Kantor Desa ...../tgi/bin/thn oleh penycdia
nawaran &; Buka Sampul dan

ma~)'arakat
..... /tgl/bln/thn

Evaluasi Penawaran Kantor Dcsa s.d
.. .../tgJ/blnJthn
..... /tgi/bin/thn

Ncgosiasi Kantor Desa s.d
.... ./tgJJbln/thn

Penetapan pemensng Kantor Oesa ..... /tgl/bin/lhn

Pen

No

I.

2.

4.

5.

6.

Mengctahui,
KasijKaur Dcsa .

Selaku
PPKD

Ketua TPK
Dcsa .



w ~~I~

z
~

,;I<

--l
~

~ "0
(:l

~

"(/)
c, ~
I» ;>

I ~c
~
~

I

:!c

l..

~
-

, < 1> .A W t¢ .... 1-;:: 1z
~ F- 0

-'~
;> O'<l ~ ~ "0

;>1»c. Q. M o ~ 8
<> ~

I» 1»'"
,~-- ~I & '" ~

::l Z

. ::i S
<> 19Q. 0..~.

C. <> P l» ,;;'

~
....

_. s:>

:> W IV - .,

'" :..
8 ;:l.. c
8 8: ~
<> \'1{ Iw S"CIJ
::l ~ ~
s:: E

~

:r.
1» ....

c; ",...
~ e,

I 7; lr 8-= ~.,;., e!..,
-- "..

l.ls ~g:
"'~ nCIJ

~., ::l pSI:
:TI» ::l .,

"'iii <lOa
" §

0;
~f=-
."

I F ~ g ;;<
v~ 2

I'
0

~
C
'./Ie'

::::: ~5:.,
"0

~
~ ::»
"'I'>

~ ~;::>g,e;
•

>- ~
,_. et°
9 ~~Il> •

! ::l•
-l?;

-;:: ... l'1
9'".':: '";I·

f---1l-
I

I , f!J::.~
1-;::iSf' t!3'"
B~

~ .....3........ '":;, ~ ::~ I: 5: I:
i:.~e:

-
I

:I:

~
f;:: -."

~
Al ..
,?p
-Ill

~.,
OJ
"

6 ~
"""I ~



XI. Contoh Format Undangan Negosiasi Harga

KOP PEMERINTAH DESA

............... ) ..

Nomor
Lamp.

lIal Undangan Negosiasi.

Kepada
Ylh. (Penyedia Toka/UD /CV /PT)

di-

Mcnanggapi surat penawaratl harga saudara Nomor tanggal ..
Hal Penawaran Harga, bersarna ini kami sampaikan hal-hal sebagai bcrikut

1. Setelah menerima dan mernpelajari isi surat penawaran harga Saudara,
pacta prinaipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga
penawaran yang saudara ajukan kami perlu melakukan ncgosiasi harga
terhadap penawaran saudara tcrscbut,

2. Untuk kcperluan dimaksud karni mcngharap kehadiran Saudara
pada:
Han
Tanggal
Jam
Tempat
Acara

besok

: Negosiasi Harga

Dernikian atas perhatian dan kcrjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa .
Sclaku
PPKD

Ketua TPK
Desa .



XII. Contoh Format Berita Acara Negosiasi

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA
NOMOR: .

Kegiatan : .
Pekerjaan : .

Pada han ini ta nggal bulan tab un pada pllkuJ .
dengan mcngambil tempat rli kamt yang bertanda tangan dibawah ini tclah rnelakukan
negosiasi harga atas pekerjaan .

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengclola Kegiatan Desa dengan pihak Pcnycdia
Bara.ngj.Jasa dari M' JCV / jUDjToko/Perorangan ..

Pada saat negosiasi harga pihak pcnyedia barangjjasa yang dihadiri oleh
Din:kturj Pimpinnn/Kuasa P'J'jCV / jUDjToko/PcfOnmgan menyatakan bahwa pihak penyedia
barang/jasa dari PTjCV / jUDjTokojPemrangan menyatakan telah menerima sernua
surat-surat yang bcrkaitan dengan proses pekeriaan dengan hasil
negosiasi sebagai herikut :

a. besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan olch penyedia barangjjasa dari
PTJCV I /UD/Toko/Perorangan adalah sebesar Rp. . .
( );

b. adapun mcngenai rincian dari jumlah penawaran ierscbut dapat dilihst secara rinci dalam
lampiran surat penawaran harga;

c. hR~il kesepakatan ini dituangkan dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Spesifikasi Volume Sat. Harga Jumlah Jadwal 1
Teknis Sat. (Rp) Harga (Rp) Pcngadaan

I Semen so Kg 1 Sak Minggu Ke 11

-2
Bulan Juli

Besi Beton Dia 12 1 Btg Minggu Ke II
mm Bulan .Juli

3 Atap Seng 1 Lmbr Minggu Ke II
oeromeane Bulan Juli

4 Keramik 40 em x 40 I uos Minggu Kc n
-5

em Bulan Juli
D~t. ... •

d. Pcnetapan Pernenang Pcnyedia pelaksana pekcrjaan sebagaimana
tersebut di etas akan dituangkan lehih lanjut dalam Berita Acara penetapan pemenang
Penawaran/Lclang"

Demikian Berita Acara ini dihuat rangkap 2 (dua) masing-maslng bermarerai cukup dan
mempunyai kekuatan aukum yang sama untuk dipcrtanggungiawabkan scsuai peraturan
pcrundang-undangan yang berlaku.

DirekturjPimpirtanjPemilik.
(PTjCVjTOKO/UDj ..

Ketua TPK
Desa .

Mengetahui,
KasijKaur Desa .

Sclaku PPKD



Contoh Format surat pemberitahuan Hasil Penawaran

KOP PEMERINTAH DESA

............... , .
Nomor
Lamp.

Hal

1 [satu] berkas.

Pe.mberitahuan basil

penawaran {lelang*

Kepada

Yth. (Penycdia Toko/UD ICV IPTJ
di-

Berdasarkan Berita Acara penetapan penawaran/Ielang nomor
:................... tanggal, 20.. atas pekerjaan di
desa kecarnatan Kabupaten Kutai 'I'imur, rnaka disampaikan
hal-hal scbagai berikut:

5. Penyec1ia Toko/UD /CV/PT................... dinyatakan scbagai
pemenangj tidak menang*

6. Sebagai tindaklanjut, maka kami mcngundang saudsra
Direktur/Pimpinany Kuasa Toko/UD ICV IPT................... untuk
mcnghadiri penandatanganan Surat Perjanjian. Kerja yang dijadwalkan
pada:
HAn ..
Tanggal .
Jam ..
Tempat ..
(hanya bagi pemenang)

Dcmikian atas perhatian dan kcrjasamanya diucapkan tcrima kasih.

Mcngetahui,
Kasi/Kaur .
Sf'<IR)cU PPKD

Ketua Tim Pcngelola Kegiatan
Desa ..

Catatan:
·Coret yang tidak perlu



XIII. Contoh format Berita Acara Penetapan Pemenang PenawaranfLelang

KOPDESA

BERITA ACARA KASIL PELELANGANAN
NO
Ti\NGOAL

Didang
SUb. Bidang
Pekerjaan
Lokasi
Tahun i\nggaran

Pada Ilari ini. Tanggal.. Tahun Dua Ribu Dua
...................... Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kccamatan .
Kabupaten Kurai Timur Tahun 202 .. , Tetah selesai melaksanakan cvaluasi administrasi
Teknis dan Barga Dokumen penawaran yang mas uk pada pekerjaan tersebut di atas dengan
hasil sebagaimana terlampir.

Dcmikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana perlunya.

TIM P~Li\KSANA KEGIi\TAN

JABATAN TIOD

1. ................... KRTUA ( )

( )

( )

2. ................... SEKERTARlS

3. . ANGGOTi\



XIV. Contoh Format Perjanjian

Lampiran
Nomor
TanggaJ

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : (Pemerintah Desa)

: Surat

Pada hari ini tanggal bulan tahun bcrternpat di
............... , kami yang bertanda tangan dibawah inl :

I. Nama .
Jabalan Ka!li/Kaur Pcmerintah Desa .
Alamat ..
Selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA

II. Nama .
.Jabatan : Direkturj'Pimpinanj Pemilik (PT/CV/TOKO/UD) ..
Alaruat . .. ..
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sclanjutnya disebut PARA
PlHAK.

Bahwa PARA PIHAK tclah sepakat dan setuju untuk mengadakan pcrjanjian, dengan
ketcntuan sebagai berikut :

Pasall
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekcrjaan dalam perjanjian ini adalah .

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pckerjaan yang disepakati untuk penyetesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah
sebesar Rp (, ).

Pasal3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menelin, mcnerima, menolak, atau
memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti
barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apablla tidak sesuai spesifikasi,
jurnlah atau volume berdasarkan basi] ncgosiasi/klarifikasi harga antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(2) PUIAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk membantu penyclcsalan
pem bayaran atas pekerjaan yang tclah diadakan oleh PIHAK KEDUA apahila PIHAK
KEDUA tclah rnelaksanakan kcwaiibannya atas pengadaan barang/jasa yang tclah
disepakati olch KEDUA BELAH PUIAK.

(3) PIHAK KEDUA bcrhak atas pembayaran untuk penyelesaian pckerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);

(4) PlHAK KEDUA bcrkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepal pada waktunya
sesuai spesifikasl, jurnlah atau volume bcrdasarkan haslt penawaran dan negosiasi
harga antara PARA PIHAK yang telah discpakati,



Pasal4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

.Jangka waktu untuk menyelcsaikan pekerjaan adalah hari kerja sehingga
pekerjaan harus selesai dan discrahkan pada tanggal ..

Pasal 5
KAHAR

(1) Dalarn hal terjadi keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA rncmbcritahukan rentang
terjadinya keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tcrtulis dalam waktu
paling lambat 14 (empat bolas] hari kalender sejak terjadinya kcadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihaky instansi yang berwcnang sesuai dengan kctentuan peraturan
perundang-undangan, maka PARA PIHAK tcrbebas dan kewajiban yang harus
dilaksa nakan.

(2) Tidak termasuk keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang discbabkun oleh
perbuatan atau kelalaian PARA PlHAK.

(3) Kcterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya kcadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

(4) Setclah Lerjadinya kcadaan Kahar, PARA PlHAK dapat mclakukan kesepakatan yang
dituangkan dalarn Pcrubahan Surat Pcrjanjian Kerja,

Pasal6
SANKSI

Apabila penyclcsaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHI\J{
KEDUA dikenakan sanksi berupa :
1. Peringatan/ teguran tertulis;
2. Pembayaran denda sebesar .... % (maksimal 0,1 % tergantung kesepokatan. PARA

PlHAK) perhari dan nilai pekeIjaan dengan nominal sebesar Rp.
........ ........ ...... ( dalam huruf ..... Rupiah) dan kcterlambatan.

3. Larangan mengikuti pengadaan barang dan jasa di desa sclama :2 tahun bCl1:UI'Ut-
turut.

4. Ougatan secara perdata, dan/ atau;
5. Pelaporsn sccara pidana kepada Pihak yang berwenang.

Pasa16
PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PIHAK PERTAMA sccara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian
Kerjasarna apabila :

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekcrjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA
sudah melampaui 28 (dua puluh delapan] hari kalender;

b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
mcmperbaiki ketalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA; dan

c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupai, Kolusi dan Nepotismc, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan olch instansi
yang berwenang.

(2) Perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tcrlebih dahulu
disclcsaikan melalui musyawarah unruk mufakat yang langsung dipimpin oleh
Kepala Desa.

(3) OaJam hal penyelesaian pcrselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
tercapai kala mufakat, maka PARA PIHAK dapat menunjuk pengadilan setempat
untuk diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang
undangan.



Pasal 7

KE'l'ENTUAN PEN OTOP

Perjanjian i.ni ditandatangani PARA PlHAK pada ha ri dan tanggal sebagaimana tcrsebut
d.i atas dibuat rangkap 2 (dUA)masing-masing berrnatcrai cukup 1 (satu) rangkap untuk
PIHAK PERTAMA dan 1 (AAtU) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA yang mcmpunyai.
kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

MATERAI
(1. Rangkap
Untuk Pihak
Pertama)

MATERAI
(1 Rangkap
Untuk Pihak

Kedua)-...............................

Mcngetahui,
Kepala Dcsa .
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Dcsa

......................... "...!.!..!..!..



XV. Contoh Format Penyerahan Hasil Pekerjaan

KOP PENYEDlA BARANG/JASA

........... 0, .

Nomor
Lamp.
Hal

1 (satu] berkas

Penyerahan Hasil Pekeriaan

Kcpada
Yth, Kasi/ Kaur ..

Desa .

di-

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : , tanggal ,

maka pcrlu kami sampaikan bahwa pckerjaan relah sclcsai

dan dengan ini kami kirimkan hasil pekeJjaan untuk dapat ditcliti apakah

sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau bclum sebagaiman daftar

terlarnpir.

Dernikian atas pcrhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur I Ptmpinan/Pcmilik
(PTICV ITOKO/UD) ..



LAMPlRAN : SURAT .
NOMOR ..
TANGGAL: .

UAFTAR H,<\SILPERKERJMN

No. Jews

~ Barang/J

1

2

Dst

Jumlah
- ITerbilan

Barga
Satuan KondisiI Volume Satuan

a:=s,::a_--,-_
Jumlah
Har

g "dalam rupiah"

DirekturjPimpinanjPcmilik
(PT/CVjl'OKOjUDj .



XVI. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekexjaan (Khusus Konstruksi)

DERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pada IIari ini Tanggal Tahun l1ua
Ribu Dua Tclah dilakukan pemeriksanaau/Opname pekerjaan
............................................... Dengan item pekerjaan scbagai berikut:

1 Pckcrjaan Galian
2 Pekcrjaan Pas. Pondasi
3 Dst

Berdasarkan pemenksaaan/Opname pekerjaan tCl'SCbLLtprosentase kemajuan
pckcrjaan mencapai % ( )

Format pemeriksaanjOpname pekerjaan terZampir

Demikian Bcrita Acara Opname Pekerjaan ini dibuat berdasarkan progress
pekerjaan sampai tanggal berita acara ini

MENGETAHUI
KASljKAUR

OIRUAT
'I'PK

( ) ( )
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XVIU.Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekezjaan (KhUSllS Non
Konstruksi)

BERITA ACARl\
PEMERIKSi\AN HASIL PEKER.IAAN NON KONTRlJKSI

Pada hari ini tanggal., bulan tahun 20 dilakukan pemcriksaan
barang/jasa pekerjaan sesuai spestfikasl terlampir

Demikian Berita Acara dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Mengetahui
KASI/KAUR

Ketua TPK

( J ( )



XIX. Contoh Lampiran Format Berita Acara Pemeriksaan Hastl Pekeljaan (Khusus Non
Konstruksi)

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN NON KONSTRUKSI

Kegiatan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Tanggal
Pckerjaan yang diperiksa

NO Uraian .Jumlah/Vol I Spesifikasi ISpesifikasi I Catatan I Rekomendasi
Kegiatan yg dicapai Teknis Teknis Pemeriksaan, Sesuai I Tidak Sesuai Tidak I

1 Pengadaan 30 Ekor V V
Sampi
Indukan

2. Dst j

Mengctahui
Ka~i/Kaur

........... TanggaL .
TPK

( •...•....•••••••••••••..•..•.••.. J ( )

i;



XX. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR: .

Pade han uti ranggal bulan tahun bertempat di
............... , telah dilaksanakan Penennaan Hasil Pekerjaan atas pekerjaan
................................................. antara :

I. Nama .
.Jabatan Kasr/Kaur .
Alamat .
Selanjutnya discbut PIHAK PERTAMA

II. Nama .
Jabatan : Ketua TPK/Direktur/Pimpinan/Pemilik (PT/CV/TOKO/UD1 .... ·
Alamat .
Helanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA tclah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam kcadaan
balk kepada PIHAK PERTAMA sesuai dcngan Surat Perjanjian Nomor : tertanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa tetah mcnerima hasil pekerjaan berupa .
daJam keadaan baik dad PlHAK KEDUA scsuai dengan Surat Perjaniian Nomor : .
te rtanggal .

Dernikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana terse but di
atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing berrnatcrai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dtrektur/ Pimpinan/Pcmilik.
(PT/CV/TOKO/UD) .

Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Desa .

. .

Mcngetahui,
Kcpala Desa .
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa

~ .



XXI. Contoh Berita Acara Serah Terima Peketjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR: (Nomor Pemerintah Desa) .

Pada hari ini tangga! bulan tahun bcrtempat eli Balai
Desa/Kantor Desa , telah dilaksanakan Musyawarah Oesa Scrah Terimn
(MDST) Hasil Pekerjaan yang dihadiri oleh Pemcrintah Desa, HPD, l.cmbaga Masyarakat
dan Masyarakat Desa atas pckcIjaan. antara:

I. Nama .
•tabatan Kepala Desa .
Aiamat .
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama .
Jabatan Kasi/Kaur .
Alamat .....................................•
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekcIjaan berupa dalam keadaan
baik kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian :

~_If--_----"J=enis Barang I' Jumlah

r---~====__ ~I~ ~:________ ~ ~
Keterangan

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekeIjaan berupa .
dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA

Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp (dengan huru1].

Dernikian Herita Acara ini ditandatangani pada bar! dan tanggal sebagaimana tersebyt eli
atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-maaing bermaterai cukup dan mempunyai kckuatan
hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan ysmgberlaku.

PTHAK PETAMA,
KEPAL.o\ DESA .

PIlIAK KBDUJ\
Ka::;i/Kaur

...............................



XXII. Contoh Format Berita Acara Musywarah Desa Pembangunan Desa

MUSYAWARAHDESA DAlAM RANGK/\
PELAKSANAAN Pi<:MBA.NGUNAN D}!;S/\

Dalarn rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran di Desa .
Kecamatan Kabupaten Provinsi maka pada:

Hari nan Tanggal

• J A ru : dari pukul.. s.d. pukul .

Tempal

Tclah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalarn rangka Pertanggungjawaban
Kegiatan yang dihadiri oteh wakil-wakil dari masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait
dcngan pelaksanaan pcmbangunan sebagaimana tercantum dalam /ampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan
rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini an tara lain:

1. Laporan pelaksanaan kcgiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas Iaporan pelaksanaan kegiaran;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tinclaklanjut tanggapan clan masukan masyarakat;
5. Pcnandatangan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan dari Kaur/Kasi kepada

Kopala Desa
6. Ost. .

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemirnpin Rapat dari .

sc krctaris / Notulis

Narasumber

...................... dari .

1. dari .

2 dari .

3 dari .

4 dari .

5 dari .

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tcrsebut di etas,
selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
Dcsa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketctapan menjadi Keputusan
Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

...................................................................................................

. .

. , .

. .

. , , .

. .

. .
11. Os1.. .

Dcmikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipcrgunakan sebagairuana mestinya,

. Tanggal, , r ••••••••••••

Mengctahui
Kcpala Desa

Ketua BPO

( ,., ,., ) ( ,., .,)

Wakil Masyarnkat Wakil Masyarakat Wakil Masyarakat

( )
( , )

( )

,
j



DAF1'AR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANOKA PELAKSANAAN f'~:MBANGUNAN DESA

r-BQ NAMA JABATAN

I
ALAMAT TI\NDA TANGAN

1.
•

2.
-

3.

4.

5.
- I - -

6.

7. --
8.

9.

10.

11.

12.
r-

13.

1141
-

, DS<

Mengetahui
Kopala Desa

Ketua BPD

( ) ( , ,., ., )



XXIll. Contoh Format Pcngllmuman HasU Pekerjaan

PENGUMUMAN HASn. PEKERJAAN SWAKELOLA KEGIATAli .

SUMBER ANGGARAN TAHUl'f ANGGARAN 20 .

NOM OR : .

Kelunranj'
Out Put. Kasi/Kaur/TPK Lokasi

volume Satuan
Nama

Kegitan
Nilai

Pengadaan
---'-----1---

Rp .

Waktu
Pelaksanaan

Kasi/Kaur., ... nesa..../ Mulai tanggal
atau TPK Dusun.. .../ ..../20 ..
terdiri dari : sampai
Ketua dengan
Sekre tans .... tanggal
l\~n:t>l:>.l!l!(o"-'t"'a'-' . .:..:..'.:..:."_-L l ....f....20 ...

........... , [tanggal/Bulan/Tahun]

Kepala Desa

Selaku PKPKD

Kasi / Kaur

Selaku PPKD

( ...•..•.....••.....•..........•• J ( )



PENGUMUMAN HASIL PEKERJAAN PENYEDIA MELALUI PERMINTAAN
PENAWARAN ILELANG

KEGIATAN BIDANG SUMBER ANGGARAN .
TAHUN ANGGARAN 20....

NOMOI<: .

NILAI PEKERJAANI~SPEKERJ'"NAMA PENYEDIA

........... , (tanggal/Bulan/Tahun)

Kepala OeM

sereku f'KPKD

Kl:!;TU/\ TPK

Desa .

( ) ( )



XXIV. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KOPDESA

............... , .

Nornor
Lamp.
Hal

1 [satu] berkas
Laporan Basil Peketjaan.

Kepada
Yth. Knsi/ Kaur

di-

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : ..... Tahun .... tentang
Pembcntukan Tim Pelaksanaa Kcgiatan, maka dengan ini kami laporkan
bahwa kegiatan tclah selesai dilaksanakan pacta tanggal .
Adapun dokumen pelaksanaan kcgiatan bahan laporan Karn i scrahkan
sebagaimana ierlampir.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua TPK
Desa .



Lampiran
Nornor
Tanggal

: SuratTPK

DFAyrAR I,APORAN PELAKSANMN KEGIATAN

...................................... TAHUN ANGGRAN ........

NO .IENIS SURAT NOMORSURAT TANGGAL SURAT

l. Surat ..................... ..... / .../ ...... ....... / ........ /'20 ....

2. ............ dst ............. . ...... dst .......... ......... dst ..........

Ketua TPK
Dcsa .

·· .. ········· .. ········ .. ····tt

TIMUR,


